
59

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya,

maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis deskriptif ditemukan bahwa terjadi

penurunan grade nilai efisiensi belanja daerah, dimana sebelum

pemekaran nilai rata-ratanya sebesar 98,40% yang berada pada

kriteria kurang efisien kemudian pada periode setelah pemekaran nilai

rata-ratanya sebesar 102,91% yang berada pada kriteria tidak efisien.

Hal ini menunjukan bahwa adanya peningkatan belanja daerah pada

periode setelah adanya pemekaran.

2. Hasil pengujian hipotesis untuk mencari signifikansi perbedaan antara

efisiensi belanja daerah sebelum dan setelah pemekaran ditemukan

bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara efisiensi

belanja daerah Sebelum dan Sesudah Pemekaran pada Kabupaten

Gorontalo atau perbedaan pada periode 2002-2007 dengan periode

2008-2015.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah diuraikan di

atas, maka saran penelitian ini adalah sebagai berikut:
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1. Sebaiknya Pemerintah daerah yakni Pemerintah Kabupaten Gorontalo

mengoptimalkan belanja pegawai (government expenditures) yang

sangat besar tersebut pada kegiatan produktif dan mendorong

kegiatan ekonomi. Bagi daerah belanja pemerintah selayaknya

memanfaatkan potensi daerah, misalnya bimbingan teknis, pelatihan

dan lokakarya dilaksanakan didaerah agar perputaran uang ada

didaerah. Sehingga alokasi belanja daerah pada aspek belanja

pegawai dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat di

Kabupaten Gorontalo

2. Adanya peningkatan realisasi belanja daerah sebaiknya disikapi

dengan bijak oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo yakni dengan

menetapkan tujuan berdasarkan RPJMD daerah sehingga

pembangunan yang dilakukan memberikan nilai tambah bagi daerah.

Pembangunan yang ada bukan hanya sekedar mengejar track rekor

membangun infrastruktut namun manfaatnya harus sangat dirasakan

masyarakat
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